
  

 

 

 

 

PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN 

 

 

TERHADAP 

 

 

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (RAPBD) KABUPATEN KUNINGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

 

1 

  

PANDANGAN UMUM 
 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

TERHADAP 
 

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

(RAPBD) KABUPATEN KUNINGAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 
 
 
Bismillahirrohmanirrohim. 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 
Yang terhormat, 
 

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan; Saudara 

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan; 

 
 

Yang kami hormati, 
 

Seluruh jajaran dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, 

Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris 

Daerah, Staf Ahli dan Para Asisten, Saudaraku Kepala Satuan Kerja 

Perangkat daerah, pimpinan BUMD, para Camat, segenap insan Pers, 

Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-wilayah Kabupaten 

Kuningan, serta seluruh undangan yang berbahagia. 

Mengawali sidang Dewan yang terhormat ini, perkenankanlah kami 

menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, SWT, karena atas 

berkat rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan kekuatan, 

kesehatan lahir dan batin sehingga kita sekalian dapat mengikuti 

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi 

terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 dalam keadaan sehat 

wal’afiat. 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN 
Jalan RE. Martadinata No. 517 Ancaran – Kuningan Telp. (0232) 871882 
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Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada 

Uswah Hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, 

para sahabat, dan kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam 

mengikuti ajarannya.  Amin. 

 

Rapat Paripurna DPRD Dan Hadirin Yang Berbahagia, 
 

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum kami terhadap 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kuningan Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Amanat Nasional ingin 

mengucapkan : 

Pertama, Selamat HUT TNI Ke 77, 5 Oktober 2022 “TNI ADALAH 

KITA” 

Kedua, Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 

semoga kita  bisa terus memacu untuk senantiasa berusaha 

melaksanakan ajaranya dan meneladaninya dalam 

penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan. 

Selanjutnya, berikut  kami  sampaikan  pandangan  umum  Fraksi  

Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Kuningan Tahun 

Anggaran 2023 yang telah disampaikan saudaraku Bupati pada Rapat 

Paripurna sebelumnya beberapa waktu yang lalu. 
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KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

1. Selama sepuluh tahun terakhir ini, Fraksi Partai Amanat 

Nasional memandang telah banyak capaian hasil kinerja dari 

Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mendapatkan 

pengakuan dari pihak pemerintah pusat terutama dengan 

penilaian tentang laporan keuangan selama beberapa tahun 

terakhir ini dengan opini WTP dari BPK RI secara berturut-

turut.  Karenanya, Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan 

selamat atas keberhasilannya, dan memberikan penghargaan 

yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah baik 

secara kolektif maupun yang dicapai secara individu oleh 

instansi terkait dengan harapan semoga Kabupaten Kuningan 

bisa menjadi lebih maju dan sejahtera sebagaimana harapan 

dan cita-cita bersama. 

2. Fraksi Partai Amanat Nasional ingin memperoleh penjelasan 

ulang mengenai besaran target pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Kuningan di tahun 2023 nanti, berikut langkah-

langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah, sekaligus 

fokus program apa saja yang dijadikan prioritas khususnya yang 

terkait dengan jaminan sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan 

Kabupaten Kuningan. 

3. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa tantangan 

terbesar dalam proses penyusunan RAPBD 2023 yakni, 

memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan 

di Kabupaten Kuningan dalam konteks RPJMD, merealisasikan 

visi misi dan janji kampanye, terlebih tahun 2023 merupakan 

tahun terhir masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.  

Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong agar APBD tahun 
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2023 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan Tema 

Pembangunan di Tahun 2023 nanti yang merupakan tahapan 

kelima dari RPJMD Kabupaten Kuningan yaitu “Mencapai 

Daerah Yang Maju dan Unggul” yang akan bermuara pada 

“pemulihan ekonomi”.  Untuk itu dalam pembahasan 

berikutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional akan berupaya 

secara sungguh-sungguh, turut serta memastikan agar setiap 

kegiatan yang direncanakan hendaknya disusun secara cermat 

dan terukur serta mengacu pada program-program prioritas. 

4. Beberapa indikator penting untuk mengukur kualitas 

pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah terkait dengan 

ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, 

ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD), serta kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan 

atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK).  Fraksi Partai Amanat 

Nasional berharap agar pemerintah daerah selalu 

memperhatikan keempat indikator tersebut dalam melakukan 

pengelolaan keuangan daerah.  Yang tidak kalah pentingnya, 

kami mengingatkan bahwa rendahnya daya serap APBD antara 

lain bisa disebabkan oleh terlambatnya pemerintah daerah 

dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. 

5. Fraksi Partai Amanat Nasional ingin mengingatkan, bahwa 

APBD merupakan salah satu instrumen utama dalam 

menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.  

Karenanya, di samping pentingnya pemahaman terhadap 

peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, maka 

penting pula adanya penyelarasan dengan kebijakan 

pembangunan nasional.  Dalam hal ini, mohon tanggapan dan 
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penjelasannya dari pemerintah daerah terkait sejauh mana 

upaya yang telah dilakukan, sekaligus kesulitan terbesar yang 

dihadapi terkait penyelarasan rencana APBD 2023 ini dengan 

kebijakan pembangunan nasional. 

6. Fraksi Partai Amanat Nasional menghimbau kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuningan agar dalam menjalankan berbagai 

program penuntasan kemiskinan, haruslah berbasis data dan 

fakta riil di lapangan, salah satu di antaranya terkait program 

unggulan pemerintah daerah yakni bantuan untuk rumah tidak 

layak huni (Rutilahu).  Fraksi Partai Amanat Nasional 

memandang program tersebut masih belum optimal dan 

merata, di mana sebagian masih kurang tepat sasaran dan 

masih banyak masyarakat kurang mampu yang justru tidak 

menerima bantuan tersebut. 

7. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap agar Pemerintah 

Daerah lebih proaktif dalam menyusun program strategi 

pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan, di 

mana sampai saat ini kami masih berharap agar pariwisata bisa 

menjadi salah satu sektor unggulan sehingga memberikan 

dampak ekonomi dan peningkatan PAD, antara lain melalui 

upaya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat 

wisata dan pemberdayaan budaya lokal. 

8. Fraksi Partai Amanat Nasional menekankan agar orientasi 

belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi 

lebih prioritas dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan 

birokrasi.  Untuk itu kami memberikan catatan agar pemenuhan 

hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan harus didahulukan yang didukung adanya 
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semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan 

yang langsung dirasakan oleh masyarakat.  Dalam hal ini, Fraksi 

Partai Amanat Nasional meminta kepada segenap SKPD untuk 

terus melakukan kinerja maksimal dalam membangun 

Kabupaten Kuningan, khususnya dalam melakukan pelayanan 

kepada masyarakat.  Semua kerja kolektif kita bersama dalam 

mengemban amanah yang dibarengi niat yang ikhlas, tentunya 

akan membuahkan hasil yang maksimal pula. 

PENDAPATAN DAERAH 

 

Sebagaimana disampaikan oleh pemerintah daerah, bahwa rencana 

Pendapatan Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp. 2,652 Trilyun lebih 

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 395 

Milyar lebih dan Dana Transfer sebesar Rp. 2,251 Trilyun lebih.  

Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada 

Pemerintah Daerah atas rencana target Pendapatan Daerah tersebut.   

1. Secara umum berkenaan dengan Pendapatan Daerah, Fraksi 

Partai Amanat Nasional memandang pentingnya perencanaan 

ataupun kebijakan pada APBD tahun anggaran 2023 yang 

diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah.  Untuk itu, 

kami ingin mengetahui mengenai langkah strategis apa saja 

yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah khususnya terkait 

kebijakan pendapatan dalam kerangka optimisme terukur, 

sehingga meskipun dalam beragam ketidakpastian, namun 

secara bertahap mengarah pada tanda-tanda pemulihan 

ekonomi serta peningkatan daya saing daerah. 
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2. Secara khusus, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta 

pendapat saudara Bupati Kuningan terkait langkah yang akan 

dilakukan dalam upaya memperoleh pendapatan, khususnya 

terkait dengan terbitnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Lapangan Kerja, mengingat UU tersebut berkaitan langsung 

dengan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah yang dapat 

diintervensi jika tidak sejalan dengan agenda Pemerintah Pusat.  

Selain itu, dengan ditetapkannya UU No 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Lapangan Kerja tersebut, berdampak pula pada beberapa 

UU yang mengalami perubahan, di antaranya UU No 28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dan UU No 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Mohon tanggapan dan 

penjelasannya dari pihak pemerintah daerah terkait hal ini. 

3. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai perlunya Pemerintah 

Daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta 

pengawasan secara lebih seksama atas sektor pendapatan, 

sehingga tidak terjadi kehilangan potensi akibat faktor sistemik 

dan mentalitas aparatur di lapangan.  Selain itu, kami juga 

mengusulkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya 

strategis dalam menarik kepedulian pengusaha khususnya 

pelaku usaha ekonomi kreatif melalui program CSR dalam 

meningkatkan kegiatan pembangunan serta pengembangan 

sumber pendapatan baru agar menjadi ikhtiar tambahan bagi 

peningkatan perolehan PAD.  Kami juga menekankan agar 

penyusunan rencana kerja oleh dinas terkait dilakukan secara 

lebih efektif, efisien, khususnya dalam hal pemberian 

kemudahan izin usaha, perluasan akses permodalan bagi UMKM, 

pendampingan secara profesional, pengembangan jejaring 

usaha secara terukur, serta perekaman atau pencatatan 

kegiatan usaha masyarakat secara berkala. 
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4. Berdasarkan rencana yang diusulkan oleh pemerintah Daerah, 

total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD Tahun 2023 

ditargetkan sebesar Rp 395 Milyar lebih, yang antara lain terdiri 

dari Pajak Daerah sebesar Rp 111 Milyar lebih, serta Retribusi 

Daerah sebesar Rp 62,81 Milyar lebih.  Dalam rangka 

mendukung target kenaikan PAD, Fraksi Partai Amanat Nasional 

mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pendataan objek dan subjek pajak di kecamatan zona ekonomi 

tinggi serta digitalisasi retribusi daerah.   

5. Komponen PAD yang lainnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp 7,22 Milyar 

lebih, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan 

target sebesar Rp 213 Milyar lebih.  Dalam hal ini, Fraksi Partai 

Amanat Nasional masih memandang adanya potensi PAD di 

Kabupaten Kuningan yang dapat dimaksimalkan, antara lain 

yaitu penerimaan dari hasil pendapatan BUMD.  Dalam hal ini, 

kami mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil 

langkah cepat, efektif dan efisien dalam rangka revitalisasi 

menyeluruh pada BUMD yang belum berkontribusi secara 

optimal. 

6. Berkenaan dengan Pendapatan Transfer, yaitu yang bersumber 

dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi 

Khusus (DAK), serta Dana Alokasi Umum (DAU), kita patut 

bersyukur bahwa perkembangannya dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan.  Jika di tahun 2021 masih sebesar Rp 

2,190 Trilyun lebih, maka untuk tahun 2022 ini naik signifikan 

menjadi Rp 2,268 Trilyun lebih.  Adapun dalam RAPBD Tahun 

2023 nanti, ditargetkan sebesar Rp 2,251 Trilyun lebih.   
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Khusus terkait dengan Bantuan Keuangan Provinsi, meskipun 

memang masih harus menunggu informasi dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, namun tentunya pemerintah daerah 

memiliki gambaran mengenai kisaran alokasinya berdasarkan 

perolehan tahun-tahun sebelumnya, ataupun berdasarkan 

usulan yang diajukan.  Demikian pula halnya dengan Lain-lain 

Pendapatan Yang Sah yang belum dianggarkan, dengan alasan 

bahwa pos tersebut terutama bersumber dari Dana Hibah pada 

saat APBD berjalan.  Kami meminta penjelasannya terkait 

Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Hibah dari Pemerintah 

Pusat ini. 

7. Terakhir terkait Pendapatan Daerah, kami memandang 

pentingnya penetapan potensi pendapatan khususnya dari 

sektor PAD yang didasarkan atas hasil penelitian yang matang, 

serta didukung pula oleh optimalisasi kinerja SKPD terkait dalam 

menjabarkan rencana serta realisasinya sebagaimana yang 

ditetapkan.  Untuk itu, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta 

penjelasannya terkait langkah dan strategi yang akan diambil 

terkait kedua hal tersebut di atas, termasuk langkah kongkrit 

apa saja dalam rangka optimalisasi pengawasan dan 

pengawalan guna menutup sekecil mungkin peluang terjadinya 

kebocoran pendapatan di tengah jalan. 
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BELANJA DAERAH 

Sebagaimana disampaikan oleh pemerintah daerah, bahwa rencana 

Belanja Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp. 2,652 Trilyun lebih yang 

terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2,005 Trilyun, Belanja Modal 

sebesar Rp. 149,72 Milyar lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 

10 Milyar lebih, serta Belanja Transfer sebesar Rp. 459,92 Milyar 

lebih.   

1. Secara umum, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat berharap 

agar langkah strategis Pemda dalam melakukan perencanaan 

belanja daerah senantiasa berpedoman pada prinsip 

penganggaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah sehingga dalam orientasinya berpijak pada 

tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Mencapai Daerah Yang 

Maju dan Unggul” yang akan bermuara pada “pemulihan 

ekonomi”, sekaligus demi tercapainya visi “Kuningan MAJU 

(Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023. 

2. Fraksi Partai Amanat Nasional juga ingin mengingatkan bahwa 

sesuai dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan 

keuangan daerah diminta agar lebih fokus terhadap kegiatan 

yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas 

pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah 

Kabupaten Kuningan.  Dalam hal ini, kami meminta gambaran 

umum terkait seberapa besar porsi anggaran produktif yang 

diarahkan untuk menjaga dan/atau meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan di tahun 2023 

nanti. 
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3. Kami mengingatkan agar Pemerintah Daerah bisa menunjukkan 

komitmen yang lebih serius terhadap Master Plan Pembangunan 

Kabupaten Kuningan hingga 2030 termasuk terhadap visi dan 

misi dalam RPJMD tahun 2018-2023, khususnya dalam sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan.  Hal tersebut harus 

tercermin dari alokasi Belanja Langsung untuk program-program 

di bidang pertanian mengingat sektor ini merupakan 

penyumbang PDRB paling besar, yakni di atas 20%.  Untuk itu, 

mohon diberikan gambaran mengenai besaran alokasi anggaran 

di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam RAPBD TA 

2023 nanti. 

4. Selain di sektor pertanian, komitmen Pemerintah Daerah 

terhadap pemberdayaan masyarakat juga harus lebih tercermin 

baik dari sisi program maupun penganggaran.  Hal ini terlihat 

dari Status Pekerja Wirausaha (Berusaha Sendiri) yang masih di 

kisaran 23,09% hingga akhir tahun 2017 lalu.  Pemerintah 

Daerah harus lebih optimal dalam memberi perhatian terhadap 

tumbuh kembang koperasi dan UKM sebagai penggerak ekonomi 

masyarakat.  Pemerintah Daerah juga kami minta harus lebih 

responsif dengan kondisi dan permasalahan seputar urusan 

ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan.  Terkait hal ini, kami 

meminta penjelasannya mengenai besaran alokasi untuk ketiga 

hal tersebut, yakni anggaran untuk pemberdayaan, koperasi dan 

UKM, serta anggaran urusan ketenagakerjaan dalam RAPBD TA 

2023 nanti. 

5. Selanjutnya mengenai persoalan masih tingginya angka 

penduduk miskin.  Untuk itu, kami mohon kepada Saudara 

Bupati untuk bisa memberikan gambaran mengenai data 

kemiskinan terbaru di Kabupaten Kuningan, dan berapa jumlah 
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yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan berapa banyak 

warga miskin yang belum memperoleh bantuan dari program. 

sekaligus mohon di jelaskan mengenai strategi yang diambil 

berikut besaran alokasi anggaran yang diarahkan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan melalui 

berbagai program dan kegiatan di tahun 2023 nanti. 

6. Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan kepada Pemerintah 

Daerah agar dapat memberi stimulus untuk mendukung 

reformasi secara struktural dalam rangka pemulihan ekonomi.  

Selain itu, Pemerintah Daerah harus mampu melakukan 

penyesuaian dengan budaya kerja yang baru antara lain terkait 

penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pertemuan/rapat 

untuk koordinasi, serta dalam penyusunan program dan 

kegiatan secara umum. 

7. Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan agar Pemerintah 

Daerah dapat meningkatkan iklim investasi dan berusaha di 

daerah.  Selain itu, agar menerapkan kebijakan umum transfer 

ke daerah dan dana desa tahun 2023, dengan menambahkan 

alokasi belanja tak terduga dalam RAPBD 2023 sebesar 5 hingga 

10%.  Hal ini kami rasa penting guna mengantisipasi keadaan 

darurat bencana dan keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi.  Mohon tanggapannya dalam hal ini. 

8. Dari sisi pengalokasian, seperti di tahun-tahun sebelumnya 

maka Belanja Daerah di tahun 2023 nanti porsi terbesarnya 

adalah pada Belanja Operasi yang totalnya mencapai Rp 2,005 

Trilyun atau 75,6% dari total Belanja Daerah, di mana proporsi 

terbesar di dalamnya adalah Belanja Pegawai sebesar Rp 1,356 

Trilyun.  Sedangkan Belanja Modal, di mana jika di tahun 2022  
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sebesar Rp 331 Milyar lebih dan Belanja Modal di tahun 2023 

nanti justru semakin turun, yakni hanya sebesar Rp 149,72 

Milyar lebih atau hanya sebesar 5,64% dari total Belanja 

Daerah.  Sungguh sebuah ironi yang tentunya perlu menjadi 

perhatian kita bersama.  Untuk itu, kami meminta tanggapan 

dan penjelasannya terkait hal ini. 

9. Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan kepada Pemerintah 

Daerah daam mewujudkan Visi Kabupaten Kuningan yang 

Agamis untuk bisa mengalokasikan Anggaran 2023 ini Untuk 

Pembangunan Gedung Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 

Kuningan. Sebagai mana kita ketahui bersama MUI Kabupaten 

Kuningan belum memiliki Gedung Sendiri. Terlebih Ulama 

merupakan komponen penting di tatanan masyarakat.  

PEMBIAYAAN DAERAH 

Sebagaimana disampaikan oleh pemerintah daerah, bahwa rencana 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp. 27 

Milyar yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 

23,5 Milyar yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilukada 

2024, Penyertaan Modal Daerah Rp. 3,5 Milyar kepada PT. LKM 

sebesar 500 Juta dan Kepada PDAM Tirta kamuning Sebesar 3 Milyar 

dalam rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan.   

1. Secara umum, apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah 

daerah atas rencana pengelolaan pembiayaan daerah di tahun 

2023 nanti.  Namun demikian, tetap menjadi perhatian 

sekaligus harapan bersama agar ke depan, ada kontribusi yang 
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lebih signifikan dari sektor PAD untuk menghindari defisit 

anggaran di tahun berkenaan, sehingga pemerintah daerah 

tidak lagi mengandalkan pendapatan daerah dari dana Transfer 

semata.   

2. Secara khusus terkait dengan Penerimaan Pembiayaan, 

meskipun sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tidak dapat 

dihitung secara pasti karena masih di tahun anggaran berjalan 

dan harus melalui proses pemeriksaan dari BPK RI, namun 

tentunya pemerintah daerah memiliki estimasi atau perkiraan 

kasar mengenai besarannya.  Mohon tanggapan dan 

penjelasannya dari pemerintah daerah dalam hal ini. 

3. Terkait dengan Investasi Jangka Panjang yaitu berupa Investasi 

Permanen yang hingga tahun 2022 saja totalnya sudah 

mencapai sebesar Rp 55,98 Milyar Lebih yang berada di PD. 

BPR, PT. LKM Kuningan, PDAM, PDAU, dan Bank Jabar Banten, 

kami senantiasa memandang pentingnya upaya dari seluruh 

pihak khususnya pemerintah daerah agar benar-benar 

mencermati secara terus-menerus mengenai seberapa layak dan 

feasible investasi yang sudah dilakukan selama ini.  Untuk itu, 

kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional memandang pentingnya 

pembahasan yang lebih intensif terkait perkembangan Investasi 

Jangka Panjang Daerah termasuk rencana ke depannya yang 

tentunya bisa tercermin dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

APBD Tahun 2023 nanti. 
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Rapat Paripurna DPRD Dan Hadirin Yang Berbahagia, 

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional yang 

dapat kami sampaikan, semoga menjadi bahan masukan dalam 

penyusunan RAPBD Tahun 2023.  Untuk lebih detailnya, akan kami 

sampaikan dalam Forum Rapat Badan Anggaran melalui utusan 

Fraksi kami dalam Badan Anggaran.  Terima kasih atas segala 

perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-

besarnya. 

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan yang  maha kuasa 

senatiasa memberikan rahmat, barokah dan ridhonya dalam setiap 

langkah perjuangan kita, untuk membangun kuningan yang lebih 

baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan.  Amin. 

Wabillahi taufik walhidayah, 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Kuningan, 12 Oktober 2022 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

DPRD KABUPATEN KUNINGAN 

          

Ketua 
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Sekretaris 

 

 

 

 

 

Ade Abdul Jafar Sidiq, M.Kesos 
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